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KATA PENGANTAR 

 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Minerba merupakan bagian dari 
komitmen penyelenggara negara untuk menciptakan aparat sipil negara yang 
professional dan dapat diandalkan untuk menghadapi tantangan yang besar di 

masa yang akan datang. Sebagai lembaga negara yang menjadi tumpuan 
pelaksanaan visi dan misi pemerintah  untuk mewujudkan Indonesia menuju 

kedaulatan energi, Ditjen Minerba memiliki tanggung jawab yang besar untuk 
mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut.  

Seperti halnya unit Eselon I lainnya di KESDM, Ditjen Minerba juga menghadapi 
beberapa tantangan dan  permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

sebagai institusi pelayan masyarakat, seperti belum tertatanya organisasi 
secara baik, disharmoni peraturan perundang -undangan, masih adanya 

tumpang tindih tugas dan fungsi unit -unit organisasi, belum opt imalnya kinerja 
dan pengembangan sumber daya aparatur, serta belum maksimalnya 
pelaksanaan pelayanan publik. Kesemuanya itu menuntut dilakukannya 

perbaikan secara menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan agar tata 
pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.  

Dala m konteks reformasi birokrasi di Ditjen Minerba, reformasi birokrasi 

diarahkan pada bagaimana menciptakan birokrasi yang profesional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, 
mampu melayani publik, netral, sejaht era, berdedikasi, dan memegang teguh 

nilai -nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Dengan kata lain reformasi 
birokrasi Ditjen Minerba merupakan langkah strategis untuk membangun 
aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang mineral dan batubara. 
Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut 
birokrasi Ditjen Minerba untuk direformasi  dan disesuaikan dengan dinamika 
tersebut.  

Berdasarkan  hal tersebut  di atas , Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba  telah 

menyusun Road Map  Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba  2015 -2019 yang 
tentunya mengacu kepada Road Map  Reformasi Birokrasi KESDM Tahun 2 015 -

2019. Hal utama yang menjadi fokus  dalam Road Map  RB Ditjen Minerba  Tahun 
2015 -2019  adalah  merancang strategi untuk mencapai perubahan yang 

meliputi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.  Diharapkan dengan 
adanya Road Map  Reformasi Birokrasi  2015 -2019 ini maka Ditjen Minerba akan 
semakin optimal dalam memberikan kontribusinya terhadap KESDM. Selain itu 

juga akan memacu kinerja Ditjen Minerba yang efektif, transparan, akuntabel, 
dan sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi.  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Reformasi  birokrasi   mem ili ki  visi: òTerwu jud nya Pemer intahan  Kelas Dun iaó, 

yaitu pemer intahan yang pro fesional  dan ber integritas t inggi yang mampu 

member ikan pe layanan  pr ima kepada mas yarakat  dan mana jemen 

pemer intahan  yang demokr at is. 

 

Reformasi  Bi rokr asi  (RB) Ditjen Minerba ber tu juan  un tuk  mengop t ima lkan  

peran, tugas  dan  fungsi  Ditjen Minerba dalam rangka  mewujudkan  visi  dan  

misi  Ditjen Minerba  seka li gus  berperan  ak t if  dalam menc iptakan  tata kelola 

pemer intahan  yang bers ih,  berwibawa dan  t ransparan  ser ta akun tabel. 

Reformasi  Bi rokrasi  Ditjen Minerba  per iode 2010 -2014  telah  ber jalan  

meskipun belum optimal dan di akh ir  per iode 2014 telah d il akukan  evaluasi  

atas pelaksanaan  Reformasi Bi rokrasi  Ditjen Minerba . Roadmap  ini  disusun  

dengan  memper t imbangkan  capaian Reformasi Bi rokrasi per iode 2010 -2014, 

ekspek tasi/t un tu tan / harapan stakeho lders Ditjen Minerba , tan tangan Ditjen 

Minerba ke depan , dan kondisi/iklim pertambangan nasional  guna  mencapai 

tu juan nas ional  Reformasi  Bi rokrasi  yaitu : Bi rokrasi  yang bers ih dan  

akun tabel: Bi rokrasi yang efekt if dan  efisien: Bi rokrasi yang mem ili ki  

pelayanan  pub li k  berkua li tas. 

 

Secara  umu m, Road Map Reformasi  Bi rokrasi  Ditjen Minerba 2015 -2019 ini 

dikelompokkan  menjadi  8 Program  yaitu:  Pengua tan  Pola Pik ir  dan  Buda ya 

Kerja (Mana jemen Perubahan), Penataan  Peraturan  Perundang -Undangan,  

Penataan dan Pengua tan  Organ isasi, Penataan  Tata Laksana,  Penataan  Sistem 

Mana jemen Sumber  Daya Manus ia Apara tur, Pengua tan  Pengawasan,  

Pengua tan  Akun tabili tas Kiner ja, dan Peningka tan  Kua li tas  Pelayanan  Pub li k.  

Dalam mana jemen  perubahan,  Ditjen Minerba telah  berkom itmen   un tuk 

melakukan Revolusi  men tal b irokrasi sesuai dengan Nawa Cita yang 

merupakan 9 Agenda Pr ior itas Kabinet  Joko  Widodo.  Revolusi mental   bukan  

sekadar  sebuah  jargon, tetapi  harus  men jadi  sebuah  kom itmen kuat  seluruh  

warga  Ditjen Minerba . Revolusi me ntal  sebagai  perubahan  mendasar  dalam 

cara berp ik ir  dan  cara merasa  yang d iterjemahkan da lam per il aku  dan 
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t indakan  nyata kesehar ian  dalam keh idupan  di berbagai aspek  baik  per ilaku  

poli t ik,  per il aku  ekonom i, per il aku  pend idikan,  per il aku ker ja, dan per il aku  

sosial  kemas yaraka tan  pada akh irn ya akan member ikan e fek pos it if terhadap  

masyarakat  sebagai  stakeho lders  u tama Ditjen Minerba  sejalan  dengan sasaran  

u tama  revolusi  mental  yakn i un tuk  mengubah  mindset  dan  culture  set dari 

dil ayan i  men jadi  me layani.  In isiasi Revolusi Mental ASN Ditjen Minerba 

dengan meng iku t i pr ior itas nas ional  Revolusi  Mental apara tur  adalah:  

1.  Pengembangan  nil ai-n il ai  un tuk  menegakkan  integritas; 

2.  Pemben tukan  agen perubahan  yang dapat mendorong  terjadinya perubahan 

pola p ik ir  dan menjadi  ro le model  bagi  ASN Ditjen Minerba.  

 

Penataan  pera turan  perundang -undangan m erupakan  program pr ior itas un tuk 

menga tasi permasa lahan  perundang -undangan y aitu  pera turan perunda ng-

undangan  yang tumpang t ind ih, d isharmon is, dapat  dii nterpre tasi berbeda 

atau senga ja dibuat  t idak  jelas un tuk m embuka kemungk inan  penyimpangan.  

Kond isi  seper t i ini  ser ingka li diman faatkan o leh apara tur  un tuk kepen t ingan  

pr ibadi  yang dapat  merug ikan  negara.  Karena  itu, per lu d il akuk an 

perubahan / pengua tan  terhadap  sistem pera turan perundang - undangan  yang 

lebih efekt if dan me nyentuh  kebu tuhan  masyaraka t . Selain itu akan  

dit ingka tkan  keter li batan  stakeholders  dalam proses perumusan keb ij akan  

sehingga meningkatkan kua li tas regu lasi  yang meli ndung i, berp ihak  pada  

pub li k,  harmon is, t idak  tumpang  t ind ih,  dan  mendorong  ik li m kondus if bagi 

pub li k.  

 

Untuk  Penataan dan pengua tan  organ isasi, program 2015 -2019 merupakan 

pengua tan dari pe laksana an reformasi b irokrasi tahapan sebe lum nya 

khususnya penguatan organisasi dalam aspek Penerimaan Mineral dan 

Batubara. Dengan ditetapkannya Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara 

sebagai direktorat yang baru di Ditjen Minerba maka tugas selanjutnya 

adalah memastikan penerimaan  negara di sektor mineral dan batubara 

meningkat dan lebih akuntabel. Secara umum, h asil yang d iharapkan  dalam 

program pengua tan ke lembagaan  adalah men ingka tnya ke tepatan   ukura n,   

ketepatan   fungs i,   dan   sinerg isme   ke lembagaan   ser ta menurunn ya 



6 

 

tumpang  t ind ih tugas  dan fungsi  an tar  un it  organ isasi  di  li ngkungan Ditjen 

Minerba  maupun dengan unit eselon 1  lainnya. Keberhas il an   progr am   ini   

dapat d itun jukkan  melalui  organ isasi  Ditjen Minerba  yang tepat  fungsi  dan  

tepat  ukuran  yang pada akh irnya mendukung  visi dan m isi Ditjen Minerba  

ser ta pencapa ian  sasaran re formasi b irokrasi  nas iona l, yaitu  birokrasi  yang 

efekt if dan  efisien.   

 

Penataan s istem SDM apara tur m emili ki  peranan pen t ing agar k iner ja SDM dan 

organ isaisi men ingkat. Program  yang akan  dilakukan  Ditjen Minerba akan 

memfokuskan pada mana jemen  k iner ja  dan  intervensi soft infrastruc ture  sbb:  

Perba ikan  berke lan ju tan  sistem perencanaan  kebu tuhan pega wai ASN;  

Perumusan  dan  penetapan  keb ij akan  sistem  rekru itmen  dan se leksi  secara 

t ranspar an  dan  berbas is kompe tensi;  Perumusan  dan  penetapan keb ij akan  

sistem promosi  secara  terbuka; Perumusan  dan  penetapan  keb ij akan 

peman faatan assessment  center; Perumusan  dan  penetapan  keb ij akan  

pen il aian k iner ja pegawai;  Perumusan  dan  penetapan  keb ij akan  reward  and  

pun ishment  berbas is k iner ja; Pembangunan / pengembang an sistem informasi  

ASN Ditjen Minerba ; Perumusan  dan  penetapan  keb ij akan  s istem 

pengkaderan  pegawai  ASN Ditjen Minerba ; Perumusan  dan  penetapan  

keb ij akan  peman faatan/ pengembangan da ta  base  pro fil  kompe tensi  calon  

dan  pe jabat  t inggi  ASN Ditjen Minerba ; Perumusan dan pene tapan keb ij ak an 

pengenda lian  kua li tas dik lat; Penerapan s istem pr omosi  secara terbuka,  

kompe t it if , dan  berbas is komp etensi; Penyusu nan  dan  penetapan  pola kar ier 

pegawai ASN; Pengukuran  gap compe tency  an tara pemangku  jabatan dan  

syarat  komp etensi  jabatan;  Pengua tan  sistem dan kua li tas pend idikan  dan  

pelat ihan  un tuk  mendukung  k iner ja. 

 

Untuk     pengua tan  pengawasan,   Ditjen Minerba men jadikan  program  

pengua tan penga wasan  men jadi  salah  satu  program pr ior itas dalam RB 2015 -

2019. Program ini d il akuk an ini un tuk  men ingka tkan pe nyelenggaraan  

pemer intahan yang bers ih dan  bebas  KKN dan pen ingka tan pe layanan pub li k 

Ditjen Minerba .   
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Untuk  men jamin terselenggaran ya sistem pemer intahan  yang akun tabel  dan  

dapat men yaji kan laporan  k iner janya secara  baik,  Ditjen Minerba melakukan  

pengua tan akun tabili tas k iner janya melalui  beberapa  program  an tara lain:   

Rencana  Stra tegis (Renstra) 2015  ð 2019  Ditjen Minerba serta disesuaikan 

dengan RPJMN 2015 -2019;  keselarasan  imp lemen tasi Renstra Ditjen Minerba 

2015 -2019  melalui  penurunan / kaskad ing keda lam Rencana Kerja Tahunan  

(RKT), Penetapan     Kiner ja, Penyesua in Balance Scorecard ( BSC), dan  

pengembangan mekan ismen Peman tauan dan Evaluasi k iner ja (termasuk  

Ind ika tor  Kiner ja Utama (IKU) 

 

Pelayanan  pub li k  Ditjen Minerba merupakan  aspek  lain yang selalu  menjadi  

soro tan mas yaraka t . Penerapan s istem mana jemen pe layanan  belum  

sepenuh nya mampu mendorong  pen ingka tan  kua li tas pelayanan,  yang lebih 

cepat, m urah, berkekua tan hukum,  nyaman,  aman,  jelas, dan  ter jangkau  ser ta 

men jaga pro fesiona li sme para pe tugas  pelayanan.  Oleh karena itu,  per lu  

dil akukan  pengua tan  terhadap  sistem mana jemen pe layanan  pub li k  agar  

mampu mendorong perubahan  pro fesiona li sme para pen yedia pelayanan se r ta 

pen ingka tkan kua li tas pe layanan. Untuk itu, progr am pr ior itas area  pelayanan 

pub li k  Ditjen Minerba an tara  lain:  Peningkatan sistem mon itor ing dan  evaluasi  

terhadap  k iner ja pelayanan pub li k;  Peningka tan   kua li tas pe layanan  pub li k  

sesuai kebu tuhan  dan harapan mas yaraka t ; Peningka tan pr ofesiona lisme 

apara tur.  

 

Program Monitor ing dan  Evalua si RB Ditjen Minerba j uga  merupakan  program 

pr ior itas. Monitor ing d il akukan  untuk  memper tahankan  agar  rencana  aksi 

yang dituangkan  dalam road map  reformasi  birokrasi  dapat  ber jalan  sesuai  

dengan  jadwal, target-target , dan tahapan sebaga imana  telah  ditetapkan.  Dari  

proses mon itor ing,  berbagai  hal  yang per lu d ikoreksi  dapat langsung  dikoreksi  

pada saat  kegiatan re formasi b irokrasi d il aksanakan,  sehingga t idak  ter jadi  

penyimp angan  dari target-target yang telah d itentukan.  Selain itu juga  

dlakukan  survei  kepada  pegawai tentang persepsi pega wai terhadap 

pelaksanaan Reformasi Bi rokrasi  Ditjen Minerba dan surv ey kepada 

stakeho lders  Ditjen Minerba tentang k iner ja birokrasi  Ditjen Minerba . Survei 
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ini d igunakan  sebagai bahan eva luasi un tuk  pen ingka tan m utu   implemen tasi 

progr am RB Ditjen Minerba . 

 

Road Map Reformasi Bi rokrasi  Ditjen Minerba i ni  dimaksudkan  sebagai  

pedoman dan arahan bagi para pengamb il keb ij akan / kepu tusan  di li ngkungan  

Ditjen Minerba dalam melaksanakan Reformasi  Bi rokrasi  Ditjen Minerba 

sehingga dipero leh kesamaan po la pik ir  dan  pola t indak  dari  seluruh  jajaran  

Ditjen Minerba , mu lai  dari t ingkat  pimp inan  tert inggi  h ingga terendah,  dalam 

pelaksanaa n reformasi b irokrasi secara  terpadu  dan  u tuh.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.  Tugas dan Fungsi Ditjen Minerba  Serta Peran Utamanya Dalam 

Penc apaian Kinerja KESDM  

Undang -undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan òcabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak 

harus dikuasai oleh negara dan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuas ai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar -besarnya kemakmuran rakyató. Dalam rangka melaksanakan amanat 

UUD 1945, setiap unit utama di lingkungan KESDM telah menyusun rencana 

kerja termasuk didalamnya Direktorat  Jenderal  Mineral dan Batubara .  

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

KESDM, Direktorat  Jenderal Mineral dan Batubara  mempunyai  tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan b atubara.  

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  tersebut di atas, Direktorat  Jenderal 

Mineral dan Batubara  menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 

kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerj a, lingkungan, dan 

pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan 

perundang -undangan;  

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan k egiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara 

sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  

c. penyusunan norma, standa r, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana 
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tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral 

dan b atubara sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  

d.  pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan 

prasaran a tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, 

dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, kese lamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara BukanPajak sektor mineral dan batubara 

sesuai dengan peraturan perundang -undangan;  

f.  pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batub ara; dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri  

 

Kebijakan penguatan  tata  kelola  di  lingkungan KESDM  yang  terkait  dengan  

tugas dan  fungsi  Ditjen Minerba   yaitu membangun  tata  kelola  pemerintahan  

yang  bersih, efektif,   demokrat is,   dan   terpercaya,   yang memiliki   peran   

sangat   penting   untuk mendukung  efektivitas  penyelenggaraan  

pemerintahan  dan  keberhasilan  pembangunan  sektor energi dan sumber daya 

mineral seiring dengan peralihan paradigma dari pengelolaan ener gi dan sumber 

daya alam yang sebelumnya bersifat eksploitatif semata untuk penciptaan 

revenue , menjadi pengelolaan untuk pertumbuhan ekonomi, pemberian nilai 

tambah serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.  

Potret birokrasi  yang  ada  saat  ini  setelah pelaksanaan reformasi birokrasi 

periode 2010 -2015 masih  belum  diselenggarakan  secara  optimal,  masih 

kurang responsif, masih kurang informatif, masih kurang accesible , masih 

kurang koordinatif, masih kurang terbuka, rumit, serta masih kura ng efisien. 

Selain itu belum  harmonisnya  peraturan  perundang -undangan  pengelolaan 

sub -sektor mineral  dan batubara . Beberapa tugas dan fungsi unit kerja kurang 

mencerminkan misi dan tujuan organisasi, pelaksanaan    kegiatan    belum    

seluruhnya    me ngacu    pada    tugas  dan fungsi unit kerja juga masih terdapat 
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tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit -unit   kerja. Peta proses bisnis yang 

seharusnya menjadi acuan di dalam tata laksana pengelolaan sektor energi dan 

sumber daya mineral belum tersedi a. Masih terdapat kesenjangan antara 

kualifikasi dan kompetensi SDM dengan kebutuhan  organisasi, terbatasnya 

basis data dan sistem informasi kepegawaian. Pengukuran  kinerja  organisasi  

yang  belum  jelas, dan Indikator Kinerja Utama masih belum tersusun  secara 

jelas dan spesifik.  

1.2  Landasan Yuridis Penyusunan Road Map  Reformasi Birokrasi Ditjen 

Minerba  2015 - 2019  

Road Map  Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba  Tahun 2015 - 2019 disusun 

berdasarkan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 2.E/70/MEM/2016 tanggal 

21 Januari 2016 tentang penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2015 -2019  

tingkat Eselon I di Lingkungan KESDM. Secara substansi Road Map RB Ditjen 

Minerba  mengacu pada Road Map RB KESDM Nomor 4573 K/70/MEM/2015 

tanggal 10 November 2015 tentang Road Map Ref ormasi Birokrasi KESDM 2015 -

2019 yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 201 5 ð 201 9. Road Map  Reformasi Birokrasi yang 

disusun d an dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan rencana rinci 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan dari satu tahapan ke tahapan 

berikutnya sehingga target kinerja dan kegiatan tahun p er tahun akan jelas dan 

terukur.  

Pelaksanaan Reformasi Bi rokrasi periode 2015 - 2019 telah memasuki tahapan 

pemerintahan berbasis kinerja ( performance based bureaucracy ) dengan ciri 

utama:  

1) Penyelenggaraan pemerintahan ber orientasi pada prinsip efektif, dan efisien ; 

2) Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes  (hasil);  

3) Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem 

berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;  

4) Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja 

organisasi pada setiap level.  
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Sumber: PermenPAN-RB 11/2015 

Gambar 1.1  
Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia  

 

Road Map Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba  memiliki arti yang sangat penting 

karena perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas 

dan efisie nsi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Selain itu 

perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan 

Reformasi Birokrasi dalam lingkup Ditjen Minerba  serta berkontribusi pada 

terciptanya budaya perubahan  di lingkungan  Ditjen Min erba . Perubahan yang 

dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap 

tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan 

benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan.  

Substansi Road Map Ref ormasi Birokrasi Ditjen Minerba  2015 - 2019 terdiri 

atas sasaran Reformasi Birokrasi dan strategi implementasinya yang meliputi 8 

area perubahan, quick wins , p rogram -program dan rencana aksi  seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1.2 .  

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 1.2  

Sub stansi Penyusunan Road Map RB Ditjen Minerba  2015 -2019  
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MENTAL/ 
PERILAKU 
APARATUR

Agar Road Map Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba 2015 - 2019 lebih 

terstruktur dan sistematis maka disusun dalam 8 (delapan) area perubahan 

seperti di tunjukkan pada Gambar 1.3 . Program Reformasi Birok rasi Ditjen 

Minerba meliputi 8 (delapan) area perubahan dimaksudkan agar perubahan 

yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bahkan 

proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika tidak lagi relevan dengan 

kondisi terkini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gambar 1.3  

8 (Delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi  
 

Ditjen Minerba  sebagai sebuah organisasi harus dipandang sebagai sistem yang 

terdiri atas interelasi dan interaksi antar -anggota dan atau antar unit untuk 

mencapai outcome  (hasil implisit) organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya 

tidak sekedar mencapai output (hasil eksplisit). Khusus untuk ruang lingkup 

tugas Ditjen Minerba  yang telah diselaraskan dengan Sasaran Utama 

Pembangunan Sektor Unggulan yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulata n 

Energi dan penjabarannya secara rinci di dalam Renstra KESDM 2015 - 2019 
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No Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

1 Produksi Batubara Juta Ton 425                  419                  413                  406                  400                   

2
Pemenuhan Batubara untuk 

Kepentingan Dalam Negeri
Juta Ton 102                  111                  121                  131                  240                   

Produksi Mineral

Tembaga Ton 310.000          310.000          710.000          710.000          710.000          

Emas Ton 75                     75                     75                     75                     75                     

Perak Ton 231                  231                  231                  231                  231                   

Timah Ton 50.000            50.000            50.000            50.000            50.000             

Produk Olahan Nikel Ton 413.000          651.000          651.000          1.231.000      1.231.000       

Nikel Matte Ton 80.000            80.000            80.000            80.000            80.000             

4 Pembangunan Fasilitas 

Pengolahan dan Pemurnian
Unit 12                     9                       6                       2                       1                       

5 Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Sub Sektor Minerba
Rp Triliun 52,2                 44,7                 45,2                 45,6                 46,1                 

6 Dana Bagi Hasil (DBH) Sub sektor 

Minerba
Rp Triliun 24,6                 21,0                 21,2                 21,5                 21,7                 

7 Dana Pengembangan dan 

Pemberdayaan Masyarakat
Rp Miliar 2.067               2.129               2.192               2.258               2.326               

8 Investasi Sub Sektor Minerba Rp Triliun 74                     78                     82                     88                     93                     

kegiatan pertambangan mineral 

dan batubara yang melaksanakan 

kegiatan pertambangan sesuai 

kaidah kegiatan pertambangan 

yang baik meliputi:

a. Luas reklamasi lahan bekas 

tambang
Hektar 6.600               6.700               6.800               6.900               7.000               

b. Tingkat kekerapan kecelakaan Frekuensi 0,50                 0,49                 0,48                 0,47                 0,46                 

9

Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

3

Sasaran Strategis: Terwujudnya peran penting sub sektor mineral dan batubara dalam penerimaan negara

Sasaran Strategis: Terwujudnya peningkatan peran sub sektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah

Sasaran Strategis: Meningkatnya Investasi Sub Sektor Minerba

Sasaran Strategis:  Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis 

pertambangan yang baik (good mining practice)

dan secara operasional dimanifestasikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 

atau Key Performance Indicator (KPI) Ditjen Minerba  Tahun 2015 - 2019 se perti 

ditunjukkan pada Tabel 1 .1  

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Ditjen Minerba  2015 -2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Renstra Minerba, 2015 -2019  

 

Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Minerba  menekankan pada pencapaian 

terobosan baru, membiasakan berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada 

serta mengurai sumbatan -sumbatan birokrasi dengan upaya luar biasa pada 
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aspek kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia aparatur.  

Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Minerba  berperan penting untuk 

memperbaiki proses pencapaian hasil yang terdi ri atas upaya penanganan krisis, 

akselerasi eksekusi program -program strategis serta sinergi dan penguatan 

kelembagaan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi para pemangku 

kepentingan.  

1.3 . Nilai -Nilai KESDM Sebagai Landasan Filosofis Road Map Reformasi  

Birokrasi Ditjen Minerba  2015 - 2019  

Nilai -nilai merupakan prinsip yang dianggap benar secara bersama, menjadi jati 

diri individu dalam keseluruhan organisasi, menimbulkan rasa bangga dan 

menggugah semangat yang akan membimbing organisasi menjadi terus 

bertumbuh  menjadi dewasa . Dalam sebuah organisasi, nilai -nilai memiliki 

keterkaitan yang erat dengan visi -misi organisasi. Dengan adanya nilai -nilai ini, 

maka akan menjadi bahan pendorong bagi setiap elemen di organisasi untuk 

melakukan Reformasi Birokrasi g una mencapai visi dan misi organisasi.  

Dalam rangka mencapai visi dan misi KESDM serta menjadikan KESDM sebagai 

institusi pemerintah yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, 

dihormati, dan disegani, maka KESDM telah menyusun dan menerbitkan 

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1808.K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 

2015 tentang Nilai -nilai KESDM. Nilai -nilai KESDM terdiri atas:  

1.  Jujur  

Memiliki makna berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, 

penuh integritas, memegang teguh kode eti k, dan loyal kepada bangsa dan 

negara.  

2.  Profesional  

Memiliki makna bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, 

dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, 

komitmen yang tinggi, membangun sinergi internal dan ek sternal, serta mampu 

melihat perkembangan jauh ke depan.  
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3.  Melayani  

Memiliki makna memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan 

pemangku kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif,profesional, 

simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan 

publik.  

4.  Inovatif  

Memiliki makna berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, 

memiliki ide baru yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam 

pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja.  

5. Berarti  

Memiliki makna menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberi 

manfaat bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara 

sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin dan 

memecahkan masalah.  

Nilai -nilai KESDM menj adi landasan filosofis di dalam penyusunan Road Map 

Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba  2015 - 2019. Keberhasilan pelaksanaan 

program Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba  2015 - 2019 sangat ditentukan oleh 

tingkat pemahaman, internalisasi dan implementasi nil ai -nilai oleh semua 

elemen birokrasi lingkup Ditjen Minerba  karena nilai -nilai KESDM menjadi 

pondasi bagi pola perilaku dan tata kerja di dalam institusi serta sebagai suatu 

kebanggaan.  
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BAB II 
GAMBARAN BIROKRASI DITJEN MINERBA  

 

2.1  Kemajuan Pelaksanaan R eformasi Birokrasi Ditjen Minerba   

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map  Reformasi 

Birokrasi 2010 -2014, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2010 -2014 

pada rule based bureaucracy  ditujukan untuk  mencapai 3 (tiga) sasaran, yaitu:  

1.  terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme  (KKN); 

2.  terlaksananya  peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;  

dan  

3.  meningkatnya  kapas itas  dan  akuntabilitas kinerja birokrasi.  

Secara umum  Ditjen Minerba  telah melakukan berbagai terobosan strategis 

(strategic breakthrough ) untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran dimaksud. 

Kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Minerba  dan capaian 

monumentalnya terefleksikan di dalam 8 (delapan) area perubahan.  

a.  Manajemen Perubahan (Mental Perilaku Aparatur)  

Pada program area Manajemen Perubahan Ditjen Minerba telah dilaksanakan 

beberapa kegiatan dalam rangka mengubah mental/perilaku dan pola piker 

serta budaya ( culture set ) aparatur menuju terciptanya budaya kerja positif yang 

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan 

efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemajuan yang 

telah dicapai pada program ma najemen perubahan (mental perilaku aparatur) 

sebagai berikut:  

a. Mengadakan Training Revolusi Mental  

Training ini dilakukan atas kerja sama antara Ditjen Minerba dengan 

PT.GML. Training ini dilakukan 4 angkatan dimana setiap angkatan terdiri dari 
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25 pegawai. Training ini difasilitasi oleh 4 trainer setiap angkatannya dan 

Direktur Lutan Edukasi (anak perusahaan PT. GML) juga secara langsung 

terlibat menjadi trainer dalam kegiatan ini. Sebelum training ini dilakukan, PT. 

GML terlebih dahulu berdiskusi dengan kep egawaian  Ditjen Minerba untuk 

membahas arah, tujuan , dan sasaran  dilakukannya training revolusi mnetal ini. 

Setelah itu PT. GML menyusun secara khusus training ini dengan melihat 

karakteristik, latar belakang, dan tantangan yang ada di Ditjen Minerba. Setelah 

itu, 3 minggu berikutnya, training motivasi  revolusi mental  diberikan dengan 

komposisi teori sebanyak 40% dan praktek/aktivitas sebanyak 60%. Training 

ini dilakukan 9 sesi dengan memberikan materi, diskusi, dan permainan ( game). 

Dari evaluasi yang dila kukan oleh kepegawaian Ditjen Minerba 93% 

mengatakan bahwa training ini bermanfaat bagi mereka baik sebagai individu 

maupun sebagai pegawai di Ditjen Minerba.  

Melalui training revolusi mental ini, diharapkan segenap jajaran Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Ditjen Minerba dapat melakukan trasformasi, dari zona 

nyaman ( comfort zone ) ke zona kompetitif ( competitive zone ). Gerakan revolusi 

mental yang telah dilakukan di Minerba paling tidak mencakup 3 (tiga) langkah 

transformatif sebagai berikut: (1) Mengubah Po la Pikir ( Mindset ). Langkah 

pertama yang harus dilakukan dalam rangka revolusi mental di jajaran 

birokrasi adalah mengubah pola pikir, dari birokrasi priyayi ke birokrasi 

melayani, dari birokrasi yang berorientasi kepada keluaran semata ( output ) ke 

birokra si yang berorientasi kepada hasil ( outcomes ) dan manfaat ( benefits ). 

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka segenap pegawai  Ditjen Minerba 

sebagai man power -nya birokrasi, akan selalu hadir di tengah -tengah 

stakeholders  untuk melayani  dengan tulus, prof essional, jujur, dan adil . (2) 

Mengubah Budaya Kerja ( Culture Set ). Langkah berikutnya yang dikembangkan 

adalah mengubah budaya kerja birokrasi, dari budaya kerja yang lamban, 

berbelit -belit, kurang kompeten, boros, ego sektor dan koruptif, ke budaya kerja  

yang cepat, sederhana, kompeten, hemat, bekerja lintas sektor dan bersih. 

Dengan demikian birokrasi Ditjen Minerba  ke depan akan rajin dan tidak akan 

pernah absen untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Ditjen Minerba.  
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Gambar 2.1  

Training R evolusi Mental  Ditjen Minerba angkatan II, 25 -26 Agustus 
2016  

 
b.  Pengawasan  

Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif. 

Perubahan perilaku koruptif aparatur diarahkan melalui perubahan atau 

penguatan sistem pengawasan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Pada 

area perubahan penguatan pengawasan telah dilaksanakan beberapa kegiatan 

untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 

KKN. Kemajuan yang telah dicapai pada penguatan pengawasan adalah sebagai 

beriku t : 

a. Subdit Penerimaan Negara Bukan Pajak telah menerapkan sistem  
Pembayaran PNBP secara Online (SIMPONI) sesuai Edaran Direktur 

Jenderal Mineral Dan Batubara No. 07.E/35/DJB/2014 Tentang Tata Cara 

Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran Secar a 

Elektronik dari Minerba  
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Gambar 2.2  
Alur pencatatan PNBP  

 

c.  Akuntabilitas  

Penguatan sistem akuntabilitas dilaksanakan untuk mendorong organisasi 

Ditjen Minerba  lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan 

kinerjanya kepada negara dan publik . Beberapa kegiatan  yang telah 

dilaksanakan  dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Ditjen 

Minerba adalah  sebagai berikut : 

a. Subdit Penyiapan Program, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan 

Batubara  telah  membuat Perencanaan kerja di Ditje n Minerba  dengan 

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Minerba Tahun 2010 ð 2014, 

dan untuk periode saat ini 2015 -2019, dan Bagian Rencana dan Laporan 

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). 

Selanjutnya dilakukan Pengukura n Kinerja sebagai proses pencapaian 

sasaran  dan pengukuran ini dievaluasi 3 kali dalam setahun  dengan 

mengadakan one on one meeting  terkait capaian kinerja secara triwulan . 

Pencapaian Kinerja diukur dengan Penyusunan Pencapaian Output dan 

Outcome. Untuk me mpermudah pengukuran kinerja, Bagian  Perencanaan  

dan Laporan  telah membangun dan mengembangkan sistem pengumpulan 

data kinerja. Kemudian hasilnya disusun dalam pelaporan kinerja meliputi 

LAKIP tingkat Eselon I. Bagian Rencana dan Laporan  juga melakukan 
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pengukuran kiner ja dengan penerapan sistem AKIP dengan nilai seperti 

tertera  dalam table berikut . 

Tabel 2.1  

Penilaian Laporan Akuntab ilitas Kinerja Ditjen Minerba  
 

 

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Minerba   

2009  2010  2011  2012  2013  2014  

B B B A A AA 

Sumber : Bagian Rencana dan Laporan Ditjen Minerba   

b.  Ditjen Minerba telah melaksanakan penganugerahan RKAB dan LAKIP  di 

lingkungan Ditjen Minerba tahun 2013  dan 2014 . Acara lakip award 

Ditjen Mineral dan Batubara  Tahun 2013 ini ditujukan untuk 

mengeva luasi kinerja unit eselon II di l ingkungan Ditjen Mineral dan 

Batubara Tahun 2013 dan sekaligus sebagai bentuk apresiasi 

tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja unit Eselon II di Lingkungan 

Ditjen Mineral dan Batubara. Dalam penilaian LAKIP Award Eselon II ini 

dibagi atas 2 (dua) jenis penilaian , yaitu : (1) LAKIP Favorit , sebagai tim 

penilai dari perwakilan unit eselon II di lingkungan Ditjen Mineral dan 

Batubara, (2) LAKIP Juara, sebagai tim penilai dari Inspektorat Jenderal -

KESDM, Biro Perencanaan  dan K erja Sama -KESDM , serta  Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi( PAN-RB).  

 

Adapun komponen penilaian lakip award ini adalah sebagai berikut : 

perencanaan kinerja  sebesar  20%, pengukuran kinerja  sebesar  20%, 

pelaporan kinerja  sebesar  20%, implementasi manajeman kinerja  sebesar  

20%, dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi  sebesar 20%.  
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Gambar 2. 3.  

Sambutan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Pada Penganugerahan 

Penilaian Kinerja (lakip award ) Eselon II Lingkup Ditjen M inerba Tahun 2013  

 

RKAB Award  Tahun 2014 merupakan yang ketiga kali untuk PKP2B dan 

pertama kali untuk KK adalah wujud evaluasi pemerintah terhadap kinerja 

perusahaan KK dan PKP2B Tahap Operasi Produksi. Penganugerahan RKAB 

Award  ini adalah bagian dari rew ard  atau apresiasi  Pemerintah  kepada 

perusahaan KK dan PKP2B Tahap Operasi Produksi yang  di nilai memiliki 

prestasi yang baik  dari aspek pencapaian rencana kegiatan operasi produksi, 

pemasaran, community development , hasil eksplorasi, Penerimaan Negara, 

lap oran keuangan dan perizinan.  Penjurian dilakukan oleh unit -unit di 

lingkungan Ditjen Minerba sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan 

pengawasan langsung  dengan sistem scoring dari aspek ð aspek yang ada di 

RKAB.  

Pemenang dalam  RKAB Award ini terbagi men jadi : 

Kategori Mineral:  

¶ Juara Terbaik I  diraih oleh  PT. Newmont Nusa Tenggara  

¶ Juara Terbaik II  diraih oleh  PT. Vale Indonesia  

¶ Juara Terbaik ke III  diraih oleh  PT. Kasongan Bumi Kencana   

¶ Juara Harapan I  diraih oleh  PT Agincourt Resources   

¶ Juara Harapan II  diraih oleh  PT Nusa Halmahera Minerals   
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Gambar 2. 4.  

Pemenang Terbaik Perusahaan Kontrak Karya RKAB Award 2014  
 

 

Kategori Batubara  

Pemenang 10 Perusahaan Nominasi Terbaik RKAB Award adalah:  

1.  PT. Adaro Indonesia  

2.  PT. Antang Gunung Maratus  

3.  PT. Berau Coal  

4.  PT. Firman Ketaun  

5.  PT. Kaltim Prima Coal  

6.  PT. Kideco Jaya Agung  

7.  PT. Lana Harita Indonesia  

8.  PT. Marunda Graha Mineral  

9.  PT. Teguh Sinar Abadi  

10.  PT. Trubaindo Coal Mining  
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Gambar 2. 5.  

Pemenang 10 Perusahaan Nominasi Terbaik RKAB Award  
 

Pemenang RKAB Awa rd Batubara adalah:  

¶ Juara Terbaik ke I  diraih oleh PT. Adaro Indonesia  

¶ Juara Terbaik ke II  diraih oleh PT. Berau Coal   

¶ Juara Terbaik ke III  diraih oleh PT. Kideco Jaya Agung   

¶ Juara Harapan I  diraih oleh PT. Antang Gunung Maratus  

¶ Juara Harapan II  diraih ole h PT. Kaltim Prima Coal  

 

 

 Gambar 2. 6.  

Pemenang Terbaik Perusahaan PKP2B RKAB Award 2014  



30 

 

Untuk LAKIP  Award  ini adalah yang kedua dimana hal ini dilakukan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban dan keterbukaan kepada publik dalam hal ini 

stakeholder  Minerba atas kinerja yang telah dicapai oleh instansi pemerintah 

termas uk Ditjen Minerba, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang 

telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah disetujui antara Pejabat 

Eselon II dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.  

Pemenang LAKIP Award Direktorat Jenderal Mineral dan Ba tubara adalah:  

¶ Juara Terbaik I  diraih oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan 

Batubara  

¶ Juara Terbaik II  diraih oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan 

Batubara  

¶ Juara Terbaik III  diraih oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batuba ra  

¶ Juara Harapan I  diraih oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral  

¶ Juara Harapan II  diraih oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara  

¶ Juara FAVORIT  diraih oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan 

Batubara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 7.  
Pemenang LAKIP Award Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  

2014  


